
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

NOMOR "'10 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUP PEMERINTAH 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf e 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis 

Standar Belanja dilingkup Pemerintah Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 ten tang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
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Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 8757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 ten tang Peru bahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
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2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL 

ABAB LEMATANG ILIR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir. 

2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab 

Lematang Ilir. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda 

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir. 

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yang memuat rencana pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 

yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 
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11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 

yang memuat rencana pendapatan, belanja dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan APBD 

13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan rencana arus 

kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan 

perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mandanai pelaksanaan kegiatan 

dalam setiap periode. 

14. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan 

yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan Daerah. 

16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan 

kerja perangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu Program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil atau sumber daya manusia, barang 

modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau semua 

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 

untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barang/jasa. 
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17. Sub kegiatan adalah merupakan penggolongan 

berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur 

pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur 

kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur 

kekhususan. 

18. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang 

dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa 

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun 

jamak. 

19. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

kualitas penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

yang terukur. 

20. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran 

yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan 

kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan 

kegiatan. 

adalah 

oleh 

barang 

Kegiatan 

atau 

yang 

21. Keluaran 

dihasilkan 

untuk mendukung pencapaian 

Program dan kebijakan. tujuan 

jasa yang 

dilaksanakan 

sasaran dan 

22. Hasil adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan dalam 1 (satu)Program. 

23. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari 

suatu program atau keluaran yang diharapkan 

dari suatu kegiatan. 

24. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar 

pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dam jenis 

yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan 

rencana belanja. 
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25. Pengendali biaya (cost dri.ved merupakan faktor-faktor 

yang memicu biaya dari suatu kegiatan yang 

dilaksanakan. Pengendali biaya dapat berbeda antara 

satu Analisis Standar Belanja dengan ASB lainnya 

tergantung padajenis kegiatan yang dilaksanakan. 

26. Pengendali Biaya Turunan (deri.valie cost dri.ved 

merupakan biaya yang berubah bila terjadi perubahan 

volume tertentu pada pengendali biaya ( cost driverj. 

27. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan 

kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau 

harnpir sama dalarn rangka penyusunan rencana 

belanja. 

28. fixed cost (Biaya Tetap) adalah satuan pengendali belanja 

yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk 

melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh 

perubahan volume dan atau target kinerja suatu 

kegiatan. 

29. Variable cost (Biaya Vanabel) adalah satuan pengendali 

belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah 

sesuai dengan perubahan dan atau target kinerja suatu 

kegiatan. 

30. Mix Variable cost (Biaya Campuran Variabel) adalah 

satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang 

besarnya berubah sesuai dengan volume pengendali 

biaya uta.ma dan volume pengendali biaya turunan. 

31. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus 

yang digunakan dalam perhitungan besamya belanja 

total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan 

antara belanja fixed cost dan variable cost. 

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalarn 

rangka penyusunan APBD 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Pasal 2 

Penyusunan ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja 

kegiatan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan 

anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, 

adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Kedua 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya ASB yaitu: 

1. memberikan pedoman dalam perencanaan dan 

penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur 

kinerja yang jelas; 

2. sebagai sarana untuk menentukan penilaian kewajaran 

atas beban kerja dan biaya suatu kegiatan pada 

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

BAB III 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

ASB Pemerintah Kabupaten Penukal Ahab Lematang llir 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 5 

ASB Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan 

Perencanaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kemampuan daerah 

Pasal6 

Dalam hal kegiatan sub kegiatan yang bersumber dari dana 

APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, 

mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7 

Kegiatan Perangkat Daerah pada sub kegiatan yang belum 

ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja 

dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA­

PPAS dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Penukal Ahab Lematang Ilir. 

BAB IV 

KOMPONEN ASB 

Pasal 8 

1. Komponen ASB meliputi: 

a. Deskripsi; 

b. Pengendali Belanja; 

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap; 

d. Satuan pengendali belanja Variabel; 

e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan 

f. Batasan Alokasi Objek Belanja 

2. Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf a merupakan penjelasan detail operasional 

peruntukan dari ASB. 

3. Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya biaya dari kegiatan/ aktivitas yang 

dilaksanakan. 

4. Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan belanja yang 

nilainya tetap walaupun target kinerja suatu 

kegiatan/aktivitas berubah-ubah, belanja tetap tersebut 

tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target 

kinerja suatu kegiatan/aktivitas dan besarnya nilai 

belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap 

kegiatan / aktivitas. 

5. Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan 

besamya perubahan belanja untuk masing-masing 

kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh 

perubahan/penambahan volume kegiatan/aktivitas. 
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BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka 

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 63 

Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir. 

Ditetapkan di Talang Ubi 

pada tanggal, ./4 :Ju1.,, 2022 

/4- BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 12 

Diundangkan di Talang Ubi 

pada tanggal •It\ .:,ut,i 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

KARTIKA YANTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 

2022 NOMOR. 40 


